
 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   157  TAHUN 2024 

 

TENTANG 

DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 

KABUPATEN BANTUL 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang 

mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan 

dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh; 

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem, perlu melaksanakan percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bantul; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5235); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 

tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2013 tentang 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 79); 

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DATA PENSASARAN 

PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM 

KABUPATEN BANTUL. 

KESATU : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil 

verifikasi Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul.  

KETIGA : Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bantul. 

KEEMPAT : Dalam hal anggota keluarga tidak terdaftar dalam Data 

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diusulkan 

dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati 

Bantul Nomor 131 Tahun 2023 tentang Data Pensasaran 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bantul 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 28 Maret 2024 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul; 

6. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 


